FURUBAHAN ATAS peRaTy
NOMOR & TAHUN '.'uou‘TENlRAANNGD

CETAR

D

PER . :
WATURAN DAERAN KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

AERAH KABUPATEN BANGGAI

o _ RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
RARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATZTAN SIPILY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGA,
l‘:"f,““.:‘_ *l‘t\:-'*i‘uf»l Dacrah merupakan  sumber pendapatan vang cukup
PoienSialuntuk - mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah. ’
bahwa memperhatkan Sistim Administrasi Kependudukan — (SAK)
Lerdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
Lrtang - Spesithasi |, Pengadaan dan - Pengendalian  Blangko Kartu
Actoaraa hartu Tanda penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta
Catatan Sipl maka struktor dan besarmya nilai tanf Retribusi - untuk
pongaantan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelvarga dan
sutpan Akta Catatan Sipil sebagaimana  yang diatur dalam BAB VI
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000, dimana
bdak sesuai lagr dengan perkembangan  keadaar. sehingga perlu di
adakan peayesuaian;
bahwa bordasarkan  pertmbangan  huruf a dan b perlu membentuk
Poraturan daerah  Kabupaten  Banggai  tentang  Perubahan Atas
Poraturan Daerah Kabupaten Banggai yang terakhir - Nomor 6 Tahun
2000 tentang Retribusi penagantian biaya cetak Kartu penduduk dan

Akta Catatan Sipil.

Undang - Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
[\u-rah.- Daerah tingkat 1l di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun
1959 nomor 74, Tambahan Lembaran NcgaraﬁRl Nomor 1822) ; .

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 fentang Perkawinan

(Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

1aara RE Nomor 3019), . A
Negara RINC Nomor @ Tahun 1982 tentang Keimigrasian (Lembaran

t imdana Undang
unoansg 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

Negara RI Tahun
""‘""1.‘1\1.' pUndang  Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
r Jud =.‘nn‘d‘m pembangunan Keiwarga 'Se|ame.ra (Lembaran Negara
Kependud: a2 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);

Rl Tahun ‘l‘\j‘ .‘1 Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Ln:d\u‘.glr‘; 1‘}‘;' (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Rerbusy BRI Nomor 3685) sebagaiman2 telah dibah dengan
g Undang Nomor 34 Tatun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Undang e hun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor

amor 34 Ta ) ,
t.ril:i\;ngnf\;\ shan Lembaran Negara Rl Nemor 4048),
<t 'J‘ QOHIVENY

- ) A S T S A o -
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Peraturan Pemerinta

Undang-Ungan

(Lembaran Negarr:mg?r _39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

{\J!Egara TJ Nomor 3g5) AN 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
ang-Undang Nome

Lembaran Nog mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ara
{\*cgara Nomord?23g RI Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Indang - Undanq "
Peraturan Peruiggn Nornor  1p Tahun 2004 lentang  Pembentukan
Tambshan Lembara%‘ugg;g?:n\J(Le-mbaran Negara RI Tahun Nomor 53,
Undang - Undang Nomgr 32 v On-‘or o

{Lembaran Negara R| Tahun

Negara R| Nomor 4437
Pemerintah Pengganti ot
Perubahan Atas Ung

gaimana telah diubah dengan Peraturan
alrJ]ndiijngzj-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
: g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
?emgzrlntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38?
ambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4493) yang telah ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 108, Tambanan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl
;‘Figg)n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras

Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara 4674);

3 Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang = Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3050);

Pe?aturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan  Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah  Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran RI
e Nomor 3952), o
Negara Mo r)l Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

. 4139),
;‘zgﬁ[jsﬁ:fmﬁg;den )Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran

Penduduk

Keputusan |
Administias Ke
119). 7
Peraturan Daer
fiaya Cetak, KTP da
el e jar Nomor 20 Tehun 2000 tentang

Kabupalen  Hang

JC abupaten  Bangg . |
[Peraluran !).u.r‘;(hqbup;n{;n Banggai (Lembaran  Dierah Tahun 200
Fowenangan e ( 0

Nomor 35 Ser D Nomol

on Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
)regss:dudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

¢ 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian
aerab NO:]Zktn Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Ay
n

Dipindai dengan CamScanner



2 Peraturan D
iy Bl Daerah Kabugaten B
Organsas: dan Tata K caten Bangea Nomor 13 Tanen 2003 wentang
e 3 Lembaga-Lembaga T ) ¥ DN
Banoaad | an [ Lambage Tes 0 Nomor
0 ot ye@ (Lembaran Daerah Kabupaien E-v-i. wlﬂ p—ag
. t::"'DN:AI.:hI 8} '+ 41-1! g LT ;.-»J .? vt s £
21 Peraturan '
Piﬂa:;::"ﬁaaah Kabupaten Banggal Nomor 4 Tanun 2007
&a.‘;ﬂ; Iaam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatae Sed & Kadupaeo
Bangs {Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 207
[ ambahan Lembaran Daerah Nomor 28) -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN
Henetaphan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DANGGA! TENTANG PERUBAKAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR & TAHUN 2000 TENTANG pETRIBUS!
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK. KARTU
KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.
pasall
peberapa kelentuan dalam Per3 san Daerah Kapupaten Bar Nomor € hun 2000 Retnbus!
Penggavtian Biayd Cetak, Kartu Tanda penduduk €an Akta Catatan S (Lembaran Daerah
Kat UL; y BanGaa 1ahun 200 N N Sen B N 9 dubah sabags henkul
{  Kelentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbury!
pasal 1
aksud dengan

Bupat adaiah Bupal 221 ‘

i)e?'van P jan Rakyal Daerah Y319 selanpinya ,

Perwakian Rakyat h Kabupateh Banggai $ebagd unsur  penyelenggand

pemerintahan daer )

Radan adaiah $¢ ympulan 0r219 dan/atau moda’ ¥arg merupakan kesatuan pak yang

melakukan usahd g “ga" melakukan U;l‘:*‘a yang meliputl perseroan terbatas,

perseroan komand e perseroan 12447/ Badan Usaha Milik Negara atau Daerah gengan

persean dalom Pentel apap o mgs'- koperasi, dana pansiun. persekitan
Cympulan. yayasat organisias masa, organss sosial politk, atau :

‘;’:,Sm_"mn‘wga. pentuk usaha yotap dan bentuk badan lainnya organisasi yang
Kas Daeral adalah Ras paeran Kat;“&;‘e" Bangga'

penduduk adaan warga Negara Indanesa dan Warga Negara Asin

tnggal & indones'a g yang bertempat
warga Nega@ Indonesia yand selanjutnya cisngkat WNI adaiah

Indonesia ash orang-orang bangsa lain yang disahk i orang-orang bangsa

Negara Indonesia an dengan undang-und

zebagd Wwargad
53 :

Dipindai dengan ComScanner
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Cturat Ketetapan Re

Narga Negara Asing yang selan i

irga Negara Asing ye lanjutnya disingka
ndonesia ;a‘.\.g bertempat tinggal dj miay;h IE\JIKFIHWNA .
Nomor Induk  Kependuduk .
penduduk. yang berisifat unT gg;g kf}ilsam:! thya disingkat NIK adalah nomor identitas
rerdaftar sebagai Penduduk Indonesia T b a

Nomor Induk kependudub

Identitas Pe:deT;:;]S;g;hﬁlprsSf ft“é‘ﬂtara yang selanjutnya di singkat NIKS adalah Nomor
vena Tinaaal Terbatas v bersifat tunggal, secara nasional diberikan schali kepada Orang
e alas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten / Kota

narty Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk
sedagal buktl diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah
\2gara Kesatuan Republik Indonesia

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu Identtas Keluarga yang
memuat data tentang Nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga

a'ah orang bukan Warga Negara

-

4 Atz Catatn Sipil adalah akla kelahran, akta perkawinan, akla perceraian, akia

pangesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bag WNA, Akta Kematian yang
diterbithan oleh Instansi Pelaksana. :

Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan
perwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Uinit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instanst
Palaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan
pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau Jasa yang disedakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. : _ _
Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipit yang selanjutnya disebut

retrbusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan/atau akta catatan sipil

/ana khusus disediakan dan/atau diberikan olzh Pemerintah. .
M 153 Retribusi adalah sualu jangka waklu tertentu yang merupakan batas waktu bag

wajb retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah

yang bersangkutan

Syrat Pendaftaran Ob
curat yano dipergunakan 0
gasar perhitungan dan pem

yek Relribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah
\ lehWajib Retribusi untuk melaporkan Oojek Retribus sebagai
bayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlakumuusi Daerah yang selanjutiya disingkat SKRD adalah surat

‘ ibusi
nentukan besarnya pokok retr |
c R lnbuiu Daerah Lebih Bayar yang selanjuntnya dlSlngka( SKRDLB
u--’rat' }"rjtt?[;l[:g;l tap:n Retribust yand menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena
idalah surat Kele <

 kradit retrubusi lohih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
jumitah kredit re !

terutang

ketetapan retribusi yang m

: Y yang selanjutnya disingkal STRD avalah surat untuk
Surat Taghan R“’"'ﬁ {busi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga danfatau denda.
GIBT tagihar rbmbl.c‘; Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat
3!.1}::5\ 'ng;g‘:mjp::nhzitfr; ; lk; ietapan yang menenlukan tambahan atas jumlah retribusi yang
SKRDKBT adald
telah ddetapkan

busi Daerah

Dipindai dengan CamScanner



v erontuan Pasal 3 diubah i
Ke dan dltambahkan Sthingga keseluruhan Pasal berbunvi
asal berbunyi :

Pasal 3

)

1y Obyek rétribusi melipuy

Akla Kelahiran:

Axta Perkawinan:

Akta Perceraian:

Akta Kematian:

Akta Pengesahan Anak’ -

s, g | ~nak; Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak:

Srsiiwa penting lainnya/perubahan nama:

. KTP dan KK. '

(2 ﬂe.:e.::.?triar\’"S-el'fa?atmana dimaksud. pada ayat (1) huruf a dikecuclivan bagi pencatatan
register Ar..ﬁ 7-e.ahnra_n dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang pada saat
altapcrian berumur di bawah 60 (enam puluh) hari keria

. OlAnary AT SEN : !
13} Penerbitan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajih dilakukan tanpa dipungut

Diaya.

Pencatatan dan penerbitan -

O oD

O C.

e ) ~e

! Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

o -

Pasal 9

(1) Kutipan Akta kelahiran anak yang pelaporan kelahirannya melampaui batas waklu
30 (enam puluh) hari kerja sampar dengan 1 (satu) tahur sebagai berikut -
Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua, sebesar... ... .....Rp. 15.000-
Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke tiga dan seterusnya, SeDesar ... Rp. 20.000,-
) Kutipan Akta kelahiran anak yang pelaporan kelahirannya melebihi 1 (satu) tahun sebagai
berikut :
2. Kutipan Akta Kelahiran An
0. Kutipan Akta Kelahiran An

L85 N 4 V]

... Rp. 20.000.-

ma dan Kedua, sebesar ...
ak Perta e

ak Ke tiga dan seterusnya, sebesar ... ..........

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 10

Slaya kutipan kedua dan seterusnya akia kelaniran dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000- (tga
Slaya kutipan kedua
puluh ribu rupiah)

Ketent Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan
éntuan Pasa
Pasal berbunyi :

pasal 11
i berikut -
» ditetapkan sebagal

() Biaya pe o perkawinan WN! ST o ooreeeererrsesee . RD. 75000,
i :’*JY?J.S:;S;:;E?{? r;grk:m'inan didalamai;antor'f;'?t?? ..................................... 0 7510,

b Pencatatan diluar kantor. Segisdutéiéﬁkan oy
(g Siaya pencatatan perk‘?ﬁg:” am kantor. GEDESAN ..oorervivessirnnrn i """""29'100.000,-
4 Pencatatan perkavif diluar kantor, 6b@Sar .. RD 150000 -

b Pencatatan perkawinad

iw ihozng e
SitalllS

AN
A%

Dipindai dengan CamScanner



10,

Cqepuan Pasal 12 diubah, sl

Koleitid A sthingga kesely
Seluruhan Pasal | )

berbunyi

Pasal 12

poncatalan perkawinan yang melebihi jangk:
porkavanan dikenakan biaya ANk waktu 60 ({""””'. Puluf hari) kerja scjak tanggal
g Pencalalan perkawinan bagi Wi

1 Peacatatan perkawinan dalam k

\ anlor, sebesar ’
Fencatatan perkawinan di luar kantor, sebesar . gg:;gggg

b Pencatatan perkawinan bagi WNA -

I Pencalatan perkawinan dalam kantor, sebesar

. ‘ dlam kanlor, sebesar ... ... i Tl i Rp. 200.000,-
Pencatitan perkawinan di luar kantor, sebesar

e RD. 300.000,-

ketentuan Pasal 13 diubah, schingga keseluruhan Pasal berbunyi :
Pasal 13

(11 Dioya kulipan shta kedua dan seterusnya perkawinan untuk WH! (satu set) sebesar
ce S0 000 - (lma pulubyribu rupiah).

(7) Fiaya kutipan kedua dan seterusnya akla perkawinan untuk WNA (satu set) sebesar
Ry 75000 - (tupuh puiuh hima ribu rupiat) ‘

Votontuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi:

Pasal 14

Biava pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (sau set) sebasar Rp. 150.000.-

(52rus lima puluh nbu rupiat)

\ i:
Ketontuan asal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbuny

Pasal 15

jancka waktu 60 (enam pulih) hari kerja sejak

it ielepihi A
raiar: yang 7 iolah mempunyai kekuatan hukum  tetap,

{1, - nratats S(CE -
, tSag pencatatan per ,
sl heputusan pengadiian negen yang et
i 'ﬂij‘it r.L,[)U[H.»'" 0 ‘(F 0.- (dllﬂ ralus rbu ru|,|ah) -
5 b f?q m,',f,',n dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya kutipan akta
(¢) Biaya pencatatan sepagaiticte
perceraan (satu set) -
16 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi:
| iubah, 5

pasal 16

Ketentuan Pasa

jorusnya akla perceraian sebesar Rp. 50.000- (lima puluh riby
["l i v . I"d 3 dﬂ” st
Ay xulipan Kedud

fupiih)

Dipindai dengan CamScanner



13.

14.

1/

- Fetintuan Pusal 17 divbah, sehingga heseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 17

b | f lalats b Bt Eo1, - P T+ M - t ~ab a ~nr 1 e
(1) Biaya pencatalan dan penerbitan akta kematan sebesar Rp. 15.000 - (lima belas ribu

Wil
Ly o TR TP SOy g Ladaona dan ents - 2 Alda an sahasar 0 A 0 -~ I "
(¢) tiaya kutipan kedua dan seterusnya aklz kematian sedesar Kp 20.000 - (dua ouluh ribu
riinn ]
2

. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Ketentuan Pasal 1% ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan pasa! berbunyi:

Pasal 19
(1) Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak s ebesar Rp. 35.000 (tiga puluh
i
lima ribu rugian) ‘ Mg
(2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akia pen \gesahan anak sebesar Fp. 40.000,- (empat
I ot Fla - il ol - I wiw Ve
i

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi:
Pasal 20

| el = ’,\;,F‘ q-’r‘ - :
rbitan kutipan akta pengakuan anak sebesar Rp. 35.000- (vga

(1) Biaya pencatatan dan per
r uf')
3

coluh lima npu r ' r ) e e
I d ‘ nak untuk sebasar 4 g
{(Z) , va kutipan ﬂ;]-ia dan seterusnya akta pengakuan anat u p. (
ruluh rou rup ah)

Ketentuan Pasal 21 diubéh, -chingga keseluruhan pasal berbunyi :
ELCTitle ~ .
Pasal 21
Jokatan anak, sebesar Rp 50 000 (iima puluh nou rupiah).

_schingga keseluruhan Pasal berbunyi:

Pasal 22
o pengangkatan anak yang melebihi jangka 30 ftiga puluh) hari kerja sejax
B "" r L jngkatan ana dari Pengadilan Negsari yang telah mempunyat kekuatan
L anutusal peigetic , ) ) J
tangnal KEp 7 mau fargal penguxuhan Pengaditan MNegen hag pangangkatan anak

ot o akan biaya sebesar Rp 75 003, {tujuh puluh ima ribu ripah)

\yan Pasal 23 giunah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :
y‘f.’“:l’: el T e

Pasal 23

cataiun pe ubahan £ ama ¢ en.A"af f{p f‘_) DOJ “uj”h puluh “m3 r-,,[, rup|ah)

o

Dipindai dengan CamScanner



18.

19.

20.

21,

22.

23.

22,

23

Ketentuan Pasal 24 dhapus.

Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 dihapus.
Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Ketentuan Pasal 28 dihapus.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :
Pasal 29
tatan sipil bagi Warga Negara Indonesia, sebesar

(1) Biaya penerbitan surat keterangan ca

Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) N |
(2) Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi Warga

Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ncga'ra Asing, sebesar

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan pasai berbunyi :

Pasal 30

(1) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai
kelahiran, perkawinan, perceraian dan kemaiian yang terjadi di luar negeri, sebesar

Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). o ' ‘ |
2) B:F;ya sebag;'”‘aﬂa dimaksud pada ayat (1) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu
apiah)

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi:

Pasal 31
(1) Penggantian biaya cetak KTP, SEDESAN corvcccscrvvevrerscsssssmmmssicsisssssssssscnccesscense RPL 28,000,-
{2) Penggantian biaya cetak KI, SEDBSAN ..covvvvvvvsvvevsmsmsssssss e, Rp. 10.000-

Dipindai dengan CamScanner



24,

25,

(M

(2)
(3)

Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan satu BAB yaitu BAB Xllia Sanksi

Administrasi dan ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 39 ;
a, seh
berbunyi sebagai berikut - y sehingga keseluruhan

BAB Xllla
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39a
Dal?m ha‘l wajib Relnbusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi adnunistrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi
yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berkut :

Pasal 41

Wapl) retnbl_15| yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah
dtancan? pldana' kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau cenda paiing banyak
Rp. £0.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor
langsung ke Kas Daerah.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dagrah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
\ pada tanggal 16 Maret 2007
BUPATI BANGGAI,

Dundangkan di Luw
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